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Abstrak 

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kedudukan barang virtual dalam hukum benda 
Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata buku kedua tentang benda. Hal ini dikarenakan keberadaan 
dari barang virtual sendiri yang hanya berada pada dunia virtual atau dunia siber saja, namun barang 
virtual juga diperlakukan sama selayaknya benda pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum atau peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Data dari penelitian ini dikumpulkan dengan menelaah berbagai 
macam kaidah hukum formal seperti undang-undang, kepustakaan yang merupakan konsep-konsep 
teoritis yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Analisis 
dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian diolah 
dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa barang virtual merupakan benda tidak berwujud yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena telah memenuhi seluruh unsur benda tidak berwujud, 
yaitu: merupakan suatu objek, bagian daripada harta kekayaan, dapat dimiliki, tidak memiliki tubuh, 
berupa hak. Namun barang virtual bukanlah berupa hak tetapi menyerupai benda berwujud yang tidak 
memiliki fisik/ tubuh. Oleh karenanya dalam unsur terakhir benda tidak berwujud dilakukan 
penerjemahan secara ekstensif yaitu dengan perluasan makna bahwa pengertian benda tidak berwujud 
tidak sebatas hak, tetapi memungkinkan bentuk lain selama memenuhi unsur-unsur benda. Berdasarkan 
pembahasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengkajian yang lebih mendalam 
mengenai barang virtual berdasarkan hukum di Indonesia, sehingga terciptanya pengaturan yang secara 
eksplisit mengatur barang virtual dalam hukum kebendaan di Indonesia, dengan adanya pengaturan 
tersebut diharapkan hukun di Indonesia dapat mencakup permasalahan-permasalahan yang sudah ada, 
maupun yang aka nada. 
Kata Kunci: Barang Virtual, Benda Tidak Berwujud, Hukum Benda  

 
Abstract 

This research aims to find out about the position of virtual Property in Indonesian object law which is 
regulated in the second book of the Civil Code concerning objects. This is due to the existence of virtual 
Property themselves which only exist in the virtual world or cyber world, but virtual Property are also 
treated the same as objects in general. This research was conducted using the Normative Juridical 
method, namely an approach from the point of view of law or applicable laws and regulations. Data 
from this study were collected by examining various kinds of formal legal principles such as laws, 
literature which are theoretical concepts which are then linked to the issues that are the subject of 
discussion. The analysis was carried out using a statutory approach and a conceptual approach which 
were then processed and arranged systematically and the results were presented in a qualitative 
descriptive way. The results of this study indicate that virtual Property are intangible objects regulated in 
the Civil Code (KUHPerdata) because they fulfill all the elements of intangible objects, namely: an object, 
part of property, can be owned, has no body, in the form of rights. However, virtual Property are not in 
the form of rights but resemble tangible objects that do not have a physical body. Therefore, in the last 
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element of intangible objects extensive translation is carried out, namely by expanding the meaning that 
the meaning of intangible objects is not limited to rights, but allows other forms as long as they fulfill the 
elements of objects. Based on this discussion, this study recommends the need for a more in-depth study 
of virtual Property based on Indonesian law, so that regulations are created that explicitly regulate 
virtual Property in Indonesian material law. there is, or there will be. 
Keywords: Intangible Objects, Law of Things, Virtual Goods 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat berimplikasi pada 

aktivitas manusia sehari-hari, misalnya seperti aktivitas-aktivitas pokok, kegiatan belajar 

mengajar yang saat ini dapat dilakukan secara daring, beberapa pekerjaan dapat pula dilakukan 

secara daring, sampai pada aktivitas-aktivitas yang bersifat hiburan seperti mendengarkan 

musik, menonton film dan bermain game. Salah satu perkembangan teknologi adalah internet 

yang kini sudah mencapai kecepatan 4,5G di Indonesia dan bahkan beberapa negara lain sudah 

mendukung kecepatan internet 5G. Dengan berkembangannya kecepatan internet tersebut 

tentunya memberikan dampak positif maupun negatif bagi para pengguna. Dampak positif dari 

berkembangannya kecepatan internet tersebut adalah semakin cepat dalam mengakses suatu 

informasi. Selain itu, dengan adanya perkembangan dalam kecepatan internet juga 

memberikan dampak negatif yaitu semakin maraknya situs-situs pornografi, situs- situs aplikasi 

bajakan, dan situs-situs jual beli ilegal. 

Indonesia mempunyai penduduk kurang lebih 262 juta orang. Sebanyak 143,26 juta 

masyarakat Indonesia adalah pengguna internet yang aktif. Rata-rata penggunaan internet oleh 

masyarakat Indonesia sebanyak 43,89% yaitu antara 1 sampai 3 jam per hari. Selanjutnya 

penggunaan internet selama 4 sampai 7 jam per hari dilakukan oleh 29,63% masyarakat 

Indonesia. Penggunaan internet selama 7 jam per hari dilakukan oleh 26,48% masyarakat 

Indonesia. Selain penggunaan internet per harinya, terdapat data terkait dengan jenis layanan 

yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia yaitu pada aplikasi chatting sebanyak 89,35%, 

media sosial sebanyak 87,13% dan memainkan game online sebanyak 57,13%. 

Pada game online di dalamnya terdapat barang-barang virtual yang dapat dibeli dengan 

menggunakan mata uang pada game tersebut. Misalnya mata uang pada game online pada 
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Mobile Legends yaitu Diamonds, PUBG (Player Unknown Battle Ground) yaitu UC (Unknown 

Cash), dan lain sebagainya. Mata uang pada game tersebut dibeli dengan cara menukarkan 

sejumlah uang rupiah yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang pada game tersebut. 

Banyak pemain game online melakukan pembelian barang-barang virtual pada game tersebut 

karena diberbagai skenario yang mengharuskan untuk membeli barang virtual tersebut. 

Barang virtual bagi para pengguna internet dianggap memiliki fungsi dan kegunaan 

selayaknya benda-benda pada dunia nyata, namun tentunya fungsi dan kegunaanya itu hanya 

berlaku pada dunia siber. Para pengguna internet seperti para gamers atau pemain game online 

bahkan menggunakan situs jual-beli yang telah digunakan pada dunia nyata seperti eBay untuk 

melakukan transaksi atas barang virtual ini. Barang virtual merupakan kode-kode pada 

teknologi komputer yang dibuat berdasarkan rumus algoritma yang sedemikian rupa dan dibuat 

dengan meniru objek-objek yang ada pada dunia nyata. Dibuat dengan meniru objek-objek 

yang ada pada dunia nyata dikarenakan barang virtual ini hanya muncul pada sebuah dunia 

yang juga diciptakan melalui teknologi komputer yaitu dunia siber. Dunia siber ini pun 

merupakan dunia yang tidak nyata atau virtual.  

Barang virtual tidak memiliki wujud yang dapat dirasakan oleh panca indra manusia. 

Barang virtual tidak dapat dilihat oleh indra penglihatan manusia secara nyata dan tidak dapat 

pula dirasakan bentuknya dengan menggunakan indra perasa manusia. Meskipun tidak 

memiliki wujud nyata, pada kenyataannya barang virtual ini banyak digunakan manusia dalam 

kehidupan sehari-harinya dan diperlakukan layaknya benda-benda berwujud yang ada di dunia 

nyata, bahkan memiliki nilai ekonomis. Penggunaan barang virtual ini terbatas hanya pada 

dunia virtual juga yaitu dunia siber. Barang virtual ini hanya berfungsi dan berguna dalam dunia 

siber karena barang virtual merupakan objek-objek yang ada pada dunia siber, namun barang 

virtual ini dapat memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia terlepas dari 

eksistensinya yang tidak nyata. Dampak-dampak tersebut menyentuh pada aspek sosial, 

ekonomi, dan bahkan budaya. 

Masalah yang sering muncul dalam dunia game online adalah terkait dengan barang 

virtual dalam game online yang dimiliki oleh pemainnya. Barang virtual dalam game online 
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mempunyai suatu nilai karena didapatkan dengan cara membeli menggunakan uang asli yang 

kemudian ditukarkan dalam bentuk uang digital. Fenomena barang virtual ini kemudian 

menimbulkan tanda tanya tentang apa itu sebenarnya barang virtual dan bagaimana 

kedudukannya dalam konsep hukum benda di Indonesia. Selain itu, dengan segala kegiatan 

yang dilakukan terhadap objek virtual ini juga menimbulkan permasalahan - permasalahan 

hukum yang baru seperti penentuan hak-hak atas barang virtual, tata cara peralihannya, dan 

munculnya perselisihan-perselisihan lain yang terjadi atas barang virtual. Ini semua akan 

menuntut sistem hukum di Indonesia untuk dapat merespon permasalahan-permasalahan 

terhadap barang virtual mengingat barang virtual ini merupakan hal yang baru didalam 

kehidupan manusia.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kemudian muncul suatu gejala hukum 

mengenai konsep benda dalam hukum keperdataan Indonesia dengan barang virtual ini. 

Adapun gejala hukumnya yaitu media pada benda dalam hukum perdata Indonesia adalah 

dunia nyata sedangkan barang virtual berada pada media dunia tidak nyata atau virtual yang 

dalam hal ini adalah dunia cyber. Sehingga muncul pertanyaan apakah barang virtual dapat 

dipersamakan sebagai suatu benda berdasarkan hukum benda Indonesia atau tidak. Gejala 

hukum ini juga berkaitan mengenai belum luasnya definisi atau pengertian tentang benda 

dalam isistem ihukum idi iIndonesia idan ipengaturannya isedangkan ipada inegara-

negara ilain iseperti iAmerika iSerikat, iCina, idan iKorea iSelatan isudah ilebih idulu imemiliki 

ikonsep ipengaturan imengenai ibarang ivirtual iini. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian iini imenggunakan ipenelitian iyuridis inormatif, iartinya ipermasalahan iyang 

idiangkat, idibahas idan idiuraikan idalam ipenelitian iini idifokuskan ipada ipenerapan ikaidah 

iatau inorma ihukum ipositif.iiTipe ipenelitian iyuridis inormatif iini idilakukan idengan 

imenelaah iberbagai imacam ikaidah ihukum iformal iseperti iundang-undang, ikepustakaan 

iyang imerupakan ikonsep-konsep iteoritis iyang ikemudian idikaitkan idengan ipermasalahan 

iyang imenjadi ipokok ipembahasan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada ipenlitian iini ipenulis idalam imenganalisis imerujuk ipada ikonsep ibenda iyang 

idiatur idalam iKUHPerdata, ikarena ipenelitian iini imerupakan ipenelitian iyang 

imembandingkan ibarang ivirtual iterhadap iketentuan inorma-norma ihukum ibenda idi 

iIndonesia. iNamun isebelumnya iperlu idiketahui imengenai imaksud idari ikata ikedudukan 

idalam ipenelitian iini. 

Menurut iarti ikedudukan ipada iKBBI, iyang idimaksud idengan ikedudukan idalam 

ipembahasan iini iadalah iletak iatau itempat isuatu ibenda ipada ibarang ivirtual. iApakah 

ibarang ivirtual idapat idiatur isebagaimana ibenda itidak iberwujud iyang idiatur idalam 

iKUHPerdata iatau itidak. 

Sebelum imemulai ipembahasan iyang ilebih idalam, isekiranya iperlu idiketahui 

iterlebih idahulu imengenai iarti ikata ibenda. iMenurut ihukum, ibenda ididefinisikan isesuai 

iketentuan ipada iPasal i499 iKUHPerdata, idalam ipaham iundang-undang iyang idinamakan 

ikebendaan iialah, itiap-tiap ibarang, idan itiap-tiap ihak, iyang idapat idikuasai ioleh ihak imilik. 

iBenda idibedakan imenjadi i6 iyaitu i: 

1. Benda iBerwujud iDan iTidak iBerwujud 

2. Benda iBergerak iDan iBenda iTidak iBergerak 

3. Benda iYang iDapat iDiperdagangkan iDan iYang iTidak iDapat iDiperdagangkan iAtau 

iDiluar iPerdagangan 

4. Benda iYang iDapat iDipakai iHabis i(Verbruikbaar) iDan iBenda iYang iTidak iDapat 

iDipakai iHabis i(Onverbruikbaar) 

5. Benda iYang iSudah iAda (Tegenwoordige iZaken) iDan iBenda iYang iMasih iAkan iAda 

(Toekomstige iZaken) 

6. Barang-Barang iYang iDapat iDibagi iDan iBarang-Barang iYang iTidak iDapat iDibagi 

Pengaturan imengenai ibenda itidak iberwujud idalam ihukum ikebendaan idi iIndonesia 

idiatur idalam iPasal i503 iKUHPerdata iyaitu itiap-tiap ikebendaan iadalah ibertubuh iatau itak 

ibertubuh. iDimana idalam ipengaturan itersebut, ikebendaan iyang itak ibertubuh isecara iluas 
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idiartikan isebagai ibenda itidak iberwujud. iSedangkan ipenjelasan imengenai ibenda itidak 

iberwujud idalam ibeberapa iliteratur iyakni, ibenda itidak iberwujud/tidak ibertubuh iadalah 

isegala ibenda iyang itidak iada ifisiknya, iyaitu ifisiknya itidak iterlihat iatau iteraba, iyang 

iterdiri idari ihak-hak iatau itagihan. 

Pada iketentuan ihukum ikebendaan iIndonesia iyaitu ipada iPasal i499 idan i503 

iKUHPerdata, ibenda itidak iberwujud idiakui isebagai ibenda. iMeskipun idi idalam 

iKUHPerdata imenyebutkan icontoh idari ibenda iyang itidak iberwujud iadalah ihak-hak 

itertentu iseperti ihak itagih iutang idan isebagainya, iKUHPerdata itidak iserta imerta imenutup 

ibentuk ilain idari ibenda itidak iberwujud iatau ihanya iterbatas ipada ibentuk ihak isaja 

imelainkan idapat iberupa ibentuk ilain iyang imemang itidak imemiliki iwujud inyata. 

 Berdasarkan iunsur-unsur itersebut idikarenakan ibenda itidak iberwujud ijuga 

imerupakan ibenda isebagaimana idiatur idalam iKUHPerdata, imaka idalam iunsur ibenda 

itidak iberwujud itersebut iterdapat ipula iunsur ibenda isecara iumum, iyakni iMerupakan 

iobjek ihukum; iBagian idaripada iharta ikekayaan; idapat idimiliki. 

Dalam ihukum ibenda idiatur imengenai ibeberapa iasas iyang iberlaku ibagi ihak-hak 

ikebendaan. iAdapun ibeberapa iasas idalam ihukum ikebendaan isebagai iberikut: i 

1) Asas ihukum imemaksa i(dwingend irecht) 

Asas ipemaksa, iberarti iberlakunya iketentuan iHukum iBenda imerupakan ihukum 

ipemaksa i(dwingend irecht). iJadi, itidak idapat idisimpangi, iditentukan, idihitung, iatau 

iditakar iberdasarkan iberat, ijumlah, iatau iukuran, iatau iditentukan imenurut itumpukan. 

iAturan iyang iberlaku imenurut iundang-undang iwajib idipatuhi iatau itidak iboleh 

idisimpangi ioleh ipara ipihak. 

2) Asas idapat idipindahtangankan 

Menurut ihukum iperdata iBarat, itidak isemua ihak ikebendaan idapat idipindahkan, 

ikecuali ihak ipakai idan ihak imendiami. iAkan itetapi, isetelah iberlakunya iUUHT, isemua 

ibenda idapat idipindahtangankan. iBerbeda idengan itagihan, idisini ipara ipihak 

imenentukan ibahwa itidak idapat idipindahtangankan, itetapi iberhak ijuga imenyanggupi 

iakan itidak imemperlainkan i(vervreemden) ibarangnya, idan iberlakunya idibatasi ioleh 
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ietische icausaliteitsregel i(Pasal i1337 iKUHPerdata): itidak iberlaku ijika itujuannya 

ibertentangan idengan ikesusilaan. iHak imilik ikebendaan idapat idialihkan idari 

ipemiliknya isemula ikepada ipihak ilain idengan isegala iakibat ihukumnya. 

3) Asas iindividualitas i(individualiteit) 

Asas iini iberarti isesuatu iyang idapat idiberikan imenjadi ikebendaan imenurut ihukum 

idapat iditentukan iterpisah. iArtinya ibahwa isesuatu iyang idapat idikatakan isebagai 

ibenda iatau idiberikan isebagai ibenda iadalah isegala isesuatu iyang idapat iditentukan 

isebagai isuatu ikesatuan iatau isebagai ijumlah iatau iukuran itertentu. iHal iini idapat 

idilihat idalam iketentuan iPasal i1333 iKUHPerdata, i“Suatu iperjanjian iharus imempunyai 

ipokok iberupa isuatu ibarang iyang isekurang-kurangnya iditentukan ijenisnya. iJumlah 

ibarang iitu iidak iperlu ipasti, iasal isaja ijumlah iitu ikemudian idapat iditentukan iatau 

idihitung”. 

4) Asas itotalitas i(totaliteit) 

Asas itotalitas i(totaliteit) iberarti ikepemilikan isuatu ikebendaan iadalah ikepemilikan 

imenyeluruh iatas isetiap ibagian ikebendaan. iMisalnya, iseseorang itidak imungkin 

imemiliki ibagian idari isuatu ikebendaan ijika iia itidak imemiliki ititel ihak imilik iatas 

ikebendaan itersebut isecara iutuh. iArtinya ibahwa isesuai idengan isifat iindividualitas 

idari isuatu ikebendaan, itiap-tiap ibenda iyang imenurut isifatnya iatau imenurut iundang-

undang itidak idapat idibagi imaka ipenyerahan ikepemilikan iatas ibenda itersebut iharus 

idilakukan isecara ikeseluruhan ibenda iitu. iDalam iasas itotalitas iini itercakup iasas 

iperlekatan i(accesie) ikarena iperlekatan iterjadi idalam ihal ibenda ipokok i(hoofdzaak) 

iberkaitan ierat idengan ibenda-benda ipelengkapnya, iyaitu ibenda itambahan i(bijzaak) 

idan ibenda ipembantu i(hulpzaak). iOleh ikarena iitu, iseorang ipemilik ibenda ipokok 

iadalah ipemilik ibenda ipelengkapnya. 

5) Asas itidak idapat idipisahkan i(onsplitsbaarheid) 

Asas iini imerupakan ikonsekuensi idari iasas itotalitas i(totaliteit) ibahwa iseseorang itidak 

imungkin imelepaskan ihanya isebagian ihak imiliknya iatas isuatu ikebendaan iyang iutuh. 

iMeskipun iseorang ipemilik idiberi ikewenangan iuntuk imembebani ihak imiliknya idengan 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.258  1455 

 

ihak ikebendaan ilainnya iyang ibersifat iterbatas i(jura iin ire ialieno), ibeban iyang 

idilakukan ihanya iterhadap ikeseluruhan ibenda iyang iyang imenjadi imiliknya. iDengan 

idemikian, ijura iin ire ialiena itidak imungkin idapat idiberikan iuntuk isebagian ibenda, 

itetapi iharus iuntuk iseluruh ibenda isebagai isuatu ikesatuan. 

6) Asas iprioritas i(prioriteit) 

Asas iini iberarti iantara ihak ikebendaan iyang isatu idan ihak ikebendaan iyang ilain idi 

iatas isuatu ikebendaan iyang isama imemiliki itingkatan iatau ikedudukan iyang 

iberjenjang-jenjang i(hierarkis). iJika idilihat idari isisi ipenuh iatau itidaknya isuatu ihak 

ikebendaan, ihak iyang imemiliki ikedudukan iyang ipaling itinggi iadalah ihak imilik 

ikemudian idiikuti ioleh ihak ibezit, idan ihak iatas ikebendaan imilik iorang ilain i(jura iin 

ire ialiena). iJika iterjadi iperselisihan imengenai ihak-hak ikebendaan itersebut, ihak iyang 

ikedudukan ihierarkinya ilebih itinggi iakan idiprioritaskan idari ihak iyang ikedudukan 

iprioritasnya ilebih irendah. iApabila idi iantara ihak-hak ikebendaan iyang ikedudukan 

ihierarkinya isama, idiberikan iprioritas ikepada ihak iyang imuncul ilebih iawal, ikecuali 

iuntuk ihak ibezit. iHak ibezit ihadir ikarena ipenguasaan iatas isuatu ibenda itertentu idan 

iakan ilepas ijika ipenguasaan iitu ilepas. i 

7) Asas ipercampuran i(vermenging) 

Asas ipercampuran iini iterjadi iapabila idua ilebih ihak imelebur imenjadi isatu. iHal iini 

iberarti iadanya isuatu ipercampuran, iyaitu ipeleburan idua ihak iapabila idua ihak iitu 

idimiliki ioleh iorang iyang isama idan iatas ikebendaan iyang isama. iMisalnya, ijika iA 

imenyewa isebuah irumah imilik iB, ikemudian iA imembeli irumah itersebut, ihak isewa 

itersebut imenjadi ilenyap. 

8) Asas ipublisitas i(Publiciteit) 

Asas ipublisitas iberkaitan idengan ipengumuman istatus ikepemilikan isuatu ibenda itidak 

ibergerak ikepada imasyarakat. iHak imilik, ipenyerahan, idan ipembebanan ihak iatas 

itanah imisalnya, iwajib ididaftarkan ipada iKantor iPendaftaran iTanah idan iditulis idalam 

iBuku iTanah i(register) iagar idiketahui ioleh iumum. iUntuk ibenda ibergerak, itidak 

iperlu ididaftarkan, iartinya icukup imelalui ipenguasaan idan ipenyerahan inyata. i 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.258  1456 

 

9) Asas iperlakuan iyang iberbeda iantara ibenda ibergerak idengan ibenda itidak ibergerak 

Pengaturan idan iperlakuan idapat idisimpulka idari icara imembedakan iantara ibenda 

ibergerak idan ibenda itidak ibergerak iserta imanfaat iatau ipentingnya ipembedaan 

iantara ikedua ibenda itersebut. iCara iatau ikriteria ipembedaannya iditentukan ioleh 

iundang-undang. iAdapun, imanfaat ipembedaanya idapat iditinjau idari isudut 

ipenyerahannya, ipenguasaanya, ikadaluwarsa, idan ipembebananya. 

10) Adanya isifat iperjanjian idalam isetiap ipengadaan iatau ipembentukan ihak Pada 

idasarnya idalam isetiap ihukum iperjanjian iterkandung iasas ikebendaan idan idalam 

isetiap ihak ikebendaan imelekat ipula isetiap ihukum iperjanjian idi idalamnya. iSifat 

iperjanjian iini imenjadi isemakin ipenting ikarena iadanya idalam ipemberian ihak 

ikebendaan iyang iterbatas i(jura iin ire ialiena), isebagaimana idisebutkan idalam 

iundang-undang. 

 Dari ipenjelasan iasas-asas ihukum ibenda idi iatas ibahwa imengenai icara iperalihan 

iatas ibenda itidak iberwujud iadalah iterdapat ipada isalah isatu iasas ihak ikebendaan iyaitu 

iasas idapat idipindahtangankan, iyang isemuanya itelah idiatur idalam iKUHPerdata. iDari 

ipenjelasan idiatas, idiperoleh ibeberapa iunsur idari ibenda itidak iberwujud, iyakni i: 

1) Merupakan iobjek ihukum 

2) Bagian idaripada iharta ikekayaan 

3) Dapat idimiliki 

4) Tidak imemiliki itubuh 

5) Berupa ihak 

Setelah ididapatkan iunsur-unsur ibenda itidak iberwujud, imaka ipembahasan 

iselanjutnya iberalih ipada ibarang ivirtual iuntuk imengetahui iunsur-unsur idari ibarang ivirtual 

iitu isendiri. iNamun isebelum imembahas imengenai ibarang ivirtual, ipenting idiketahui 

imengenai iarti ikata idari ibarang ivirtual, iyaitu isebagai iberikut: 

 “Virtual iberasal idari ikata ivisual, iyang iartinya iadalah iproses ipengubahan isuatu 

ikonsep idan ipengungkapan isuatu igagasan iatau iperasaan idengan imenggunakan ibentuk 

igambar, itulisan, idrafik idan ilain-lain iagar idapat idilihat idengan iindra ipenglihatan i(mata) 
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iuntuk idisajikan. iDalam ibeberapa ireferensi ivirtual ikurang ilebih iberarti, isecara iumum, 

imemiliki isifat idari isuatu ihal itapi imendekati ihal iitu; isecara ikomputerisasi, ioperasi iatau 

ifitur iyang itampil inyata itapi itidak inyata; imerupakan ikata isifat iyang idigunakan iuntuk 

imenggambarkan ipengalaman iatau iwujud iyang imerupakan isimulasi idari isesuatu iyang 

inyata: imisalnya, ikomunitas ivirtual idan iperusahaan ivirtual; isangat imendekati isebagai 

isuatu ihal itanpa ibenar-benar imenjadi isuatu ihal itersebut; iada iatau iterdapat ipada 

ikomputer iatau idi iInternet.” 

 Secara iyuridis idefinisi imengenai ibarang ivirtual isendiri imemang ibelum iada, inamun 

ibeberapa iahli ihukum imendefinisikan ibarang ivirtual isebagai iberikut: i 

“Barang iVirtual isering idisebut ijuga isebagai ivirtual igoods iatau ivirtual iobjects. 

iBarang ivirtual iatau ivirtual igoods iini idapat ididefinisikan isebagai isuatu iobjek iatau igambar 

idari isuatu ibenda iyang ibersifat itidak iberwujud iyang idiperjual ibelikan iuntuk idigunakan 

idalam ipermainan ionline iatau ikomunitas ionline.” 

 Fairfield imenjelaskan, ibahwa ibarang ivirtual imerupakan isebuah icode iyang idibuat 

imenggunakan isistem ikomputer idan iinternet iyang iberada idi idunia icyber, idibentuk 

isedemikian irupa idan idiperlakukan isama idengan ibenda-benda iyang iada idi idunia inyata. 

iMacam-macamnya iseperti iakun ie-mail, iwebsite, iUniform iResource iLocator i(URL), iChat 

iRoom iatau iruang iobrolan ivirtual, iakun ibank, iakun imedia ionline. iMenurutnya imacam-

macam ilain idari ibarang ivirtual iadalah iseperti iitem-item idalam ipermainan ionline, idan 

isebagainya. iLebih ilanjut, iFairfield imengatakan ibahwa ibarang ivirtual imemiliki i3 i(tiga) 

isifat, iyaitu iRivalrousness, iPersistence, idan iInterconnectivity 

 Rivalrousness imaksudnya iadalah ieksklusif iyaitu itidak idapat idigunakan ioleh iorang 

ilain iselain isi ipemilik ibarang ivirtual. iPada isebuah iakun ie-mail, ihanya isi ipemilik iakun 

iyang imemiliki ipassword iakun ie-mail itersebut ilah iyang idapat imenggunakan iakun ie-mail 

itersebut. iOrang ilain iyang itidak imemiliki ipassword idari iakun ie-mail itersebut itidak idapat 

imenggunakan iakun ie-mail iitu. 

 Persistence iartinya iadalah itetap, iyaitu ibarang ivirtual itetap iakan iada idan itidak 

iakan iberubah. iContohnya ipada iakun ie-mail, imeskipun ipemilik iakun ie-mail itersebut 
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imematikan ikomputernya, isemua iinfo idan ihal-hal iyang iada idi iakun ie-mail itersebut itidak 

iakan ihilang idan ibahkan iakun ie-mail itersebut idapat idiakses imenggunakan iperangkat 

ilainnya idan itidak iterbatas ihanya ipada isatu iperangkat isaja idan itidak imerubah iisi idari 

iakun ie-mail itersebut. iBarang ivirtual iseperti isebuah ipatung idi idunia inyata, ihanya icukup 

isekali idibuat idan itidak iakan ihilang imeskipun idibiarkan ibegitu isaja. 

 Terakhir iadalah iInterconnectivity iyang iartinya iadalah isaling iterhubung. iDidalam 

idunia inyata, isegala iobjek iyang iada idi idunia inyata isecara ialami isaling iterhubung. iObjek 

iyang iada idi idunia inyata idapat isaling imemberikan ipengaruh isatu isama ilain. iSama 

ihalnya idengan iobjek-objek iyang iada idi idunia ivirtual iatau idunia isiber ijuga idapat 

imemberikan ipengaruh isatu isama ilain iyang idengan ikata ilain isaling iterhubung. 

 Menurut iPeter iBrown i& iRichard iRaysman, iBarang iVirtual imerupakan iaset iatau 

ibarang-barang ikepemilikan iyang ibernilai. iBernilai idisini imaksudnya imemiliki inilai 

iekonomi, idapat iditukarkan idengan iuang inyata idengan icara ijual- ibeli, iatau imelalui 

iperjanjian itukar-menukar iantar isesama iobjek ivirtual. iBarang ivirtual ihanya iada ipada 

idunia iyang ivirtual ijuga iyaitu idunia isiber. iBarang ivirtual iini ibagi ipara ipengguna iinternet 

idianggap imemiliki ifungsi idan ikegunaan iselayaknya ibenda-benda ipada idunia inyata, 

inamun itentunya ifungsi idan ikegunaanya iitu ihanya iberlaku ipada idunia isiber. iPara 

ipengguna iinternet iseperti ipara igamers ibahkan imenggunakan isitus ijual-beli iyang itelah 

idigunakan ipada idunia inyata iseperti ieBay iuntuk imelakukan itransaksi iatas iobjek-objek 

ivirtual iini. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur virtual property 

sebaga berikut: 

1) Merupakan iobjek 

2) Bagian idaripada iharta ikekayaan 

3) Dapat idimiliki 

4) Tidak imemiliki itubuh 

5) Berada idalam isistem ikomputer idan iinternet 
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 Dalam ipenelitian iini ipeneliti itidak imembahas imengenai ibenda iberwujud idan 

ifokus ipada ibenda itidak iberwujud, idikarenakan ikarakteristik ibarang ivirtual ilebih 

imendekati ikarakteristik ibenda itidak iberwujud. iJika idibandingkan idengan ibenda 

iberwujud, itentu ibarang ivirtual ibukanlah iobjek iyang imemiliki iwujud inyata iyang idapat 

idisentuh isebagaimana ibenda iberwujud. 

 Untuk menentukan apakah barang virtual termasuk kedalam benda tidak berwujud 

berdasarkan KUHP perdata atau tidak, maka perlu membandingkan antara unsur-unsur dari 

keduanya. Berikut ini tabel perbandingan antara unsur-unsur benda tidak berwujud menurut 

KUHPerdata dan unsur-unsur barang virtual: 

Tabel 1. Perbandingan iunsur-unsur ibenda itidak iberwujud iberdasarkan iKUHPerdata idan 

ibarang ivirtual. 

No Benda iTidak iBerwujud Barang iVirtual 

1 Merupakan iobjek ihukum Merupakan iobjek 

2 Bagian idaripada iharta ikekayaan Bagian idaripada iharta ikekayaan 

3 Dapat idimiliki Dapat idimiliki 

4 Tidak imemiliki itubuh Tidak imemiliki itubuh 

5 Berupa ihak 
Berada idalam isistem 

 ikomputer idan iinternet 

 

 

 Berikut ipenjelasan imengenai itabel idiatas. iSebagaimana itelah idisebutkan ibahwa 

iunsur ibenda itidak iberwujud iyang ipertama iadalah imerupakan iobjek ihukum. iBerdasarkan 

ipenjelasan isebelumnya idisebutkan ibahwa iunsur ibenda isecara iumum iyaitu isegala 

isesuatu iyang idapat imenjadi iobyek ihukum, ibagian idaripada iharta ikekayaan idan idapat 

idimiliki. iBegitu ijuga ibenda itidak iberwujud ipun imerupakan isuatu iobjek ihukum, ibagian 

idaripada iharta ikekayaan, idan idapat idimiliki, iterlebih idalam iPasal i499 iKUHPerdata ibenda 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.258  1460 

 

itidak iberwujud idiklasifikasikan isebagai ihak, idan ipada iPasal i503 iKUHPerdata, ibenda itidak 

iberwujud ididefinisikan isebagai ibenda iyang itidak imemiliki itubuh. 

 Pada iemail imisalnya, isurat idalam isuatu iemail imemiliki ifungsi itersendiri ibagi 

ipemiliknya, ibaik idari ipengirim imaupun ipenerima isurat ilayaknya ikeberadaan isurat isecara 

inyata. iSurat itersebut idikuasai imenggunakan iakun iemail, idan ihanya ipemilik iakun isaja 

iyang idapat imengakses isurat imiliknya. iDemikian ihalnya idalam ipermainan ionline, iitem 

iatau iBarang ivirtual imemiliki ikegunaan itersendiri ibagi ipengguna idalam isuatu 

ikomunitasnya. iBerkaitan idengan iadanya ipraktik ijual-beli iterhadap ibarang ivirtual, idapat 

idiartikan ibahwa ibarang ivirtual idapat iditukarkan idengan isejumlah iuang iyang iberarti 

ibarang ivirtual itersebut imemiliki inilai iekonomi, ijuga imerupakan ipokok idalam ihubungan 

ihukum. iSebagaimana imenurut isubekti, ijika iyang idimaksud iadalah ikekayaan iseseorang, 

idapat ijuga idiartikan isebagai ibarang iyang idapat idipakai, imeliputi ijuga ibarang-barang 

iyang itidak iterlihat, iyaitu ihak-hak iseseorang. iAdanya ipraktek ijual-beli itersebut 

imenandakan ibahwa ibarang ivirtual idapat idi ikuasai ioleh isubjek ihukum idan idapat 

idialihkan idengan icara ijual-beli. iDengan idemikan, ibarang ivirtual imemiliki inilai iekonomi 

idikarenakan ibarang ivirtual imemiliki imanfaat iatau isetidak-tidaknya idapat idigunakan/ 

imemiliki ifungsi ibagi isubjek ihukum. iSehingga iberdasarkan ipenjelasan itersebut, ibarang 

ivirtual imerupakan ibagian idari iharta ikekayaan, ikarena iberharga idan imemiliki inilai 

iekonomi. 

 Berkaitan idengan ipenguasaanya, ibarang ivirtual ibersifat ieksklusif isebagaimana iyang 

idimaksud ioleh iFairfield isebagai iRivalrousness, iyaitu ibarang ivirtual itidak idapat idigunakan 

ioleh iorang ilain iselain isi ipemilik ibarang ivirtual. iHampir iseluruh ibarang ivirtual 

imemerlukan iakun iuntuk imengaksesnya, idan iakun itersebutlah iyang imenjadi iperwakilan 

ijuga isebagai iidentitas ipenggunanya idalam idunia isiber. iAkun ihanya idapat idiakses idengan 

imenggunakan ipassword iatau ikata isandi, imisalnya ipada isebuah iakun iemail iatau iakun 

idalam ipermainan ionline, ihanya ipengguna iakun iyang imemiliki ipassword isaja iyang idapat 

imenggunakan iakun itersebut. iOrang ilain iyang itidak imemiliki ipassword idari iakun itersebut 

itidak idapat imenggunakan iakun iitu. iSama ihalnya ipada isebuah iwebsite, ihanya ipengelola 
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iwebsite iyang imemiliki ipassword iatas iwebsite itersebut iyang idapat imenyebarkan iinfo 

iapapun ididalam iwebsite itersebut. 

 Jika imelihat ipada iunsur idapat idimiliki ipada ibenda itidak iberwujud. iBenda itidak 

iberwujud ijuga imerupakan ibenda iyang idiatur ipada iBuku iII iKUHPerdata, ibenda isendiri 

idalam iKUHPerdata idiartikan isebagai iobjek ihukum iyang idapat idikuasai ioleh ihak imilik, 

iyang idalam ihal iini ibenda imerupakan iobjek ihak imilik. iObjek ihak imilik iberarti iobjek 

iyang idapat idimiliki, isehingga isecara iimplisit ibenda itidak iberwujud imerupakan iobjek 

iyang idapat idimiliki. iKarena idapat idimiliki imaka iterdapat ihak ipada ibenda itersebut, ihak 

iini idikenal idengan ihak ikebendaan. iHak ikebendaan iialah ihak imutlak iatas isesuatu ibenda 

idimana ihak iitu imemberikan ikekuasaan ilangsung iatas isesuatu ibenda idan idapat 

idipertahankan iterhadap isiapapun ijuga. 

 Berdasarkan idefinisi ipara iahli, ibarang ivirtual imerupakan isebuah ikode-kode iyang 

idibuat imenggunakan ikomputer idan iinternet, ibegitu ijuga iakun iemail iataupun iakun 

ipermainan ionline iyang idiciptakan ioleh ipenggunanya idalam idunia isiber. iDimana 

iberdasarkan ipenjelasan itersebut imenjelaskan ibahwa ibarang ivirtual imerupakan isebuah 

iciptaan iyang imana imenurut iAbdulkadir iMuhammad iorang iyang imenciptakan ibenda ibaru 

idapat imemperoleh ihak imilik iatas ibenda iciptaannya iitu. 

 Penjelasan idiatas imembuktikan ibahwa ibarang ivirtual itelah imemenuhi iunsur 

iMerupakan isuatu iobjek ihukum isekaligus iunsur iBagian idari iharta ikekayaan, idan iunsur 

iDapat idimiliki. iKetiga iunsur itersebut imerupakan iunsur ibenda ipada iumumnya 

isebagaimana idiatur ipada iBuku iII iKUHPerdata. iSehingga ibarang ivirtual itelah imemenuhi 

iunsur isebagai ibenda ipada iumumnya. iNamun ibelum idapat imenjawab, iapakah ibarang 

ivirtual imerupakan ibenda itidak iberwujud isebagaimana idiatur ioleh iKUHPerdata. i 

 Unsur iselanjutnya ipada ibenda itidak iberwujud iadalah itidak imemiliki itubuh. 

isebagaimana idijelaskan idalam iPasal i503 iKUHPerdata, ibenda itidak iberwujud idijelaskan 

isebagai ibenda iyang itidak imemiliki itubuh. iDalam ibukunya, iMunir iFuady imenjelaskan 

ibahwa itidak iberwujud iyang idimaksud iadalah isegala ibenda iyang itidak iada ifisiknya, iyakni 

ifisiknya itidak iterlihat iatau iteraba. i iSedangkan iunsur ibersifat itidak iberwujud idalam 
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ibarang ivirtual imenurut iPeter iBrown idijelaskan ibahwa ibarang ivirtual ihanya iada ipada 

idunia iyang ivirtual ijuga iyaitu idunia isiber. iMenurut iMichael iMeehan, ibarang ivirtual 

idibuat idalam idunia ivirtual idan itidak imemiliki ieksistensi idiluar idunia ivirtual. iMenurut 

iDavid iNelmark, ibarang iVirtual ididefinisikan isebagai isuatu ibarang iyang ibersifat itidak 

iberwujud idan ieksklusif. iJuga imenurut iPengfei iJi, ibarang ivirtual imerupakan isemua ijenis 

isumber iinformasi iyang iada ipada idunia isiber itetapi ididominasi ioleh imanusia idengan 

icara iyang irelatif iindependen. iBarang ivirtual imemiliki inilai ikebendaan imeskipun 

iwujudnya itidak inyata. i iBerdasarkan ipenjelasan itersebut, ibarang ivirtual ididefinisikan 

isebagai ibenda iyang itidak imemiliki iwujud inyata iatau itidak imemiliki ifisik isehingga itidak 

idapat idisentuh imenggunakan iindera iperasa imanusia, ikarena ibarang ivirtual ihanya iberada 

ipada idunia isiber isaja, ioleh ikarenannya ibarang ivirtual imemenuhi iunsur itidak imemiliki 

itubuh iatau ifisik isecara inyata iyang idapat idiraba. i 

 Unsur iyang iterakhir ipada ibenda itidak iberwujud iadalah iberupa ihak. iHal iini ijelas 

idisebutkan idalam iPasal i499 iKUHPerdata. iSedangkan ipada iberang ivirtual, imenurut 

ipengertianya isendiri imerupakan isebuah icode ipada iteknologi ikomputer iyang idibuat 

iberdasarkan irumus ialgoritma iyang isedemikian irupa idan idibuat idengan imeniru iobjek-

objek iyang iada ipada idunia inyata, ikeberadaanya ihanya iberada idi idunia isiber. iDalam 

ibeberapa ipenjelasan itersebut, idisebutkan ibahwa ibarang ivirtual imerupakan iobjek ivirtual 

iyang imenyerupai ibenda inyata iatau ibenda iberwujud, isehingga ibarang ivirtual ibukan 

iberupa ihak, imelainkan imemiliki ibentuk itersendiri iyang ihanya iberada ipada isistem 

ikomputer idan iinternet i(dunia isiber) isaja. iSehingga ibarang ivirtual itidak idapat imemenuhi 

iunsur iberupa ihak, itetapi imemiliki ibentuk itersendiri idalam idunia isiber. 

 Namun ipengertian imengenai iunsur iberupa ihak iini ijika iditerjemahkan isecara 

iekstensif, imeskipun idi idalam iKUHPerdata imenyebutkan icontoh idari ibenda iyang itidak 

iberwujud iberupa ihak-hak itertentu iseperti ihak itagih iutang idan isebagainya, iKUHPerdata 

itidak iserta imerta imenutup ibentuk ilain idari ibenda itidak iberwujud iatau ihanya iterbatas 

ipada ibentuk ihak isaja imelainkan idapat iberupa ibentuk ilain iyang imemang itidak imemiliki 

iwujud inyata. 
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 Pernyataan iini ijuga idikuatkan ioleh iSujitno, iS.H., iM.Hum. iyang imenyatakan ibahwa 

ibenda itidak iberwujud itidak isemata-mata imerupakan isuatu ihak isaja imelainkan ijuga ibisa 

iberupa ilain iselama itelah imemenuhi iunsur-unsur ibenda. iDemikian ipula ihukum ibenda 

itidak iberlaku isecara ikumulatif, imelainkan isecara ialternatif. iSehingga imeskipun ibarang 

ivirtual ibukanlah iberupa ihak idan imemiliki ibentuk itersendiri, inamun ibarang ivirtual idapat 

idisimpulkan isebagai ibenda itidak iberwujud isebagaimana idiatur idalam iKUHPerdata. iHal 

iini idikarenakan ibarang ivirtual itelah imemenuhi iunsur-unsur ibenda ipada iumumnya, iyakni 

imerupakan iobjek ihukum, imerupakan ibagian idaripada iharta ikekayaan, idan idapat idimiliki, 

ijuga imemenuhi iunsur itidak imemiliki itubuh isebagaimana ibenda itidak iberwujud iyang 

idijelaskan idalam iPasal i503 iKUHPerdata. iSehingga idapat iditarik ikesimpulan ibahwa ibenda 

itidak iberwujud iyang idicontohkan idalam iKUHPerdata imemang iberupa ihak-hak, inamun 

iketentuan itersebut itidak iberarti ibahwa iselain ihak itidak idapat idiklasifikasikan isebagai 

ibenda itidak iberwujud isebagaimana idiatur idalam iKUHPerdata. iBerdasarkan ianalisa 

itersebut idapat idisimpulkan ibahwa ibarang ivirtual imerupakan ibenda itidak iberwujud 

iberdasarkan iKUHPerdata. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan ipembahasan idi iatas, iBarang ivirtual idapat idisimpulkan isebagai ibenda 

itidak iberwujud isebagaimana idiatur idalam iKUHPerdata, ihal iini idikarenakan ibarang ivirtual 

itelah imemenuhi iunsur-unsur ibenda itidak iberwujud iyaitu imerupakan iobjek ihukum, 

imerupakan ibagian idaripada iharta ikekayaan, idapat idimiliki, itidak imemiliki itubuh, inamun 

ibukan imerupakan ihak. iMeskipun ibegitu iketentuan idalam ihukum ibenda itidak iberlaku 

isecara ikumulatif, imelainkan isecara ialternatif iselama itelah imemenuhi iunsur-unsur ibenda 

isecara iumum. iDengan idemikian ibarang ivirtual imemiliki ikedudukan isebagai ibenda itidak 

iberwujud isebagaimana idiatur idalam iKUHPerdata. 

 Pemain igame ionline isebagai isuatu ikonsumen iakhir ikarena imenggunakan ijasa idari 

ilayanan igame ionline itersebut idengan itujuan iuntuk ihiburan iatau iuntuk itujuan 

ikompetitif. iBarang ivirtual iyang idibeli ioleh ipemain igame ionline ijenis ifreemium itergolong 



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 

 

 
Doi : 10.53363/bureau.v3i2.258  1464 

 

isuatu ibenda inon-fisik iyang idapat idibeli idalam igame ionline itersebut. iBarang ivirtual 

itersebut idapat idiperoleh idengan icara imenukarkan imata iuang iasli ike idalam isuatu imata 

iuang iyang iberlaku idalam igame ionline itersebut. iBarang ivirtual idalam igame ionline 

imempunyai ikonsep iyang isama idengan ibarang ipada iumumnya. iBarang ivirtual itersebut 

idapat idisamakan idengan ipenguasaan ibenda iyang ipada iumumnya. iBarang ivirtual idalam 

igame ionline iyang ididapatkan ioleh ipemainnya imerupakan isuatu ibarang iatau ibenda iyang 

iterdapat ihak ipenguasaan i(bezit) iakan itetapi ibukan ikepemilikan i(eigendom). 
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